
 
 

 

 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 
 

NOMOR   15    TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  

KABUPATEN BUNGO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BUNGO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minum, maka untuk menjamin hak 

setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan 
pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang 

sehat, bersih, dan produktif menjadi tanggung jawab 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  

 

  b. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, pemerintah daerah dapat melakukan 

investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat 
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk 
penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 
 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah 

Air Minum Pancuran Telago Kabupaten Bungo; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 

Negara    Republik    Indonesia    Tahun    1956   Nomor   25)  
 

sebagaimana.....2 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2755); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962  tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387)  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1969  Nomor 37,  Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 2901); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang 

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3969); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  
 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

 

  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4377);  

 

  8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4438);  

 

  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

10. Undang...........3 
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  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah  

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
246);  

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4577);  
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4578);  
 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812);  

 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  

 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum; 

 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum (Berita 

Negara Tahun 2014 Nomor 32);  
 

  18. Peraturan Daerah Bungo Nomor  9 Tahun 2008 tentang Organ 

dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Pancuran 
Telago (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008 

Nomor 9); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BUNGO 

dan 

BUPATI BUNGO 

 
MEMUTUSKAN:.......4 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR 
MINUM KABUPATEN BUNGO. 

 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bungo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2.  Pemerintah  Daerah  adalah   Bupati  dan  Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3.  Bupati adalah Bupati Bungo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. 

5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut 
PDAM Pancuran Telago adalah Perusahaan yang bergerak dibidang 

pelayanan dan penyediaan air bersih dan/atau air minum.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan 
dengan peraturan daerah. 

7. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang 
dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan 
Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau 

manfaat lainnya. 

8. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha 

dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas 
dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas. 

9. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan 
Koperasi.  

10. Auditor Indipenden atau akuntan publik adalah auditor atau akuntan yang 

melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh 
perusahaan. 

11. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang 
sedang berlangsung. 

 

 
BAB........5 
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BAB II 
 

TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Penyertaan modal pada PDAM bertujuan untuk:  

a. meningkatkan kinerja keuangan PDAM (likuiditas, solvabilitas, dan 
rentabilitas); 

b. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada 
masyarakat;  

c. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan 
atau tidak ditarik kembali; 

d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan  

e. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (1) maka 

penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi 
perusahaan yang transparan dan akuntabel.  

 
BAB III 

 

PENYERTAAN MODAL 

 
Pasal 3 

 

(1) Besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Bungo 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp 

55.948.495.742,97 (lima puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh 
delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh 
dua sembilan tujuh perseratus rupiah). 

 

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimakasud pada ayat (1) dilaksanakan 
dalam jangka 10 (sepuluh) tahun mulai tahun anggaran 2014. 

 
(3) Penyertaan modal pada PDAM ditetapkan dalam bentuk uang yang  

dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dan untuk tahun pertama sebesar Rp 1.500.000.000,-  
(satu milyar lima ratus juta rupiah); 

 
(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

kekayaan daerah  yang dipisahkan. 
 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3  dilakukan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan 
daerah.  
 

 
 

 
BAB IV......6 
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BAB IV 
 

KEWAJIBAN PDAM 
 

Pasal 5 
 

PDAM wajib melaporkan atas pelaksanaan Penyertaan Modal kepada Bupati 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  
 

BAB V 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 7 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo. 

 

Ditetapkan di   Muara Bungo 
pada tanggal 22 September  2014 

 
BUPATI BUNGO 

 

ttd 
 

H. SUDIRMAN  ZAINI 
 
Diundangkan di Muara Bungo 

pada tanggal 22 September 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO 

 
   ttd 

    
H. RIDWAN IS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2014 NOMOR 15 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO 
 

NOMOR  15   TAHUN  2014 
 

TENTANG 

 
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM KABUPATEN BUNGO 

 
I. UMUM 

 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan 

bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

perekonomian Kabupaten Bungo dan untuk meningkatkan penyelenggaraan 
pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan Penambahan Modal 

melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Bungo. 

 

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk 
meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan kepada masyarakat dengan 
tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan 

perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan 
daerah. 

 

Penetapan penambahan penyertaan modal daerah perlu ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Penyertaan Modal pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bungo. 
 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

   
Pasal 1 

 
 Cukup jelas  
 

Pasal 2 
  
 Cukup jelas  

 
Pasal 3 

  
 Cukup jelas  
 

Pasal 4 
  
 Cukup jelas  

 
Pasal 5 

  
 Cukup jelas  

 

Pasal 6 
  

 Cukup jelas 
 
 

Pasal………2 
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Pasal 7 
  

 Cukup jelas  


